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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan  

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mendapatkan sumber keuangan daerahnya 

yang diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu dari sumber keuangan 

daerah ialah pemasukan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan 

komponen dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
1
 

Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kakayaan daerah, dan pendapatan asli 

daerah lainnya yang sah.
2
 Berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 

(18) menjelaskan bahwa : 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. 

Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasannya, bahwa Pendapatan Asli Daerah 

merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada 

daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan desentralisasi.
3
 

                                                           
1
 Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), 

Hal.111 
2
 Ibid.,Hal.14 

3
 Arief Himmawan dan Djoko Wahjudi, “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi 

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, 

pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan.  

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena 

melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan 

pemerintah dan pembangunan daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah 

adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi 

sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta 

mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil 

yang maksimal. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang 

bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014). Sedangkan 

menurut Mardiasmo (2018), adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari 

                                                                                                                                                                      

Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)”, dalam 

Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Volume 21, No. 2, September 2014, Hal. 191. 
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sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan 

dan pembangunan daerah. 

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang beribukota di Medan terdiri 

dari 25 kabupaten dan 8 kota. Jika dilihat dari potensi perekonomian baik dari sektor 

pertanian, perkebunan, maupun hasil laut serta sektor-sektor lainnya Provinsi 

Sumatera Utara dapat menghasilkan pendapatan daerah yang 

cukup tinggi. Selama kurun waktu 2020-2023 terlihat bahwa kinerja PAD Sumatera 

Utara mulai berjalan diljalan yang bena.Namun setiap tahunnya penerimaan pajak 

daerah dan retribusi daerah tidak sama kontribusi pengaruhnya terhadap PAD. 

Penerimaanl pajakl daerahl danl retribusil daerahl berhubunganl positifl 

denganl PAD.l Penerimaanl pajakl daerahl danl retribusil daerahl yangl meningkatl 

akanl meningkatkanl PAD.l Padal tahunl 2020-2023l Provinsil Sumateral Utaral 

mengalamil peningkatanl penerimaanl pajakl daerahl danl retribusil daerahl tetapil 

tidakl diikutil denganl peningkatanl PAD.l Alasanl berfluktuasinyal PADl 

disebabkanl olehl penurunanl tarifl beal keluar,l dimanal tarifl beal keluarl inil 

merupakanl pungutanl yangl dilakukanl atasl barangl yangl dikeluarkanl daril daerahl 

pabeanl tidakl mencapail target.l Denganl pengelolaanl kebijakanl yangl tepatl untukl 

meningkatkanl kemampuanl keuanganl daerah,l pertumbuhanl komponenl pajakl 

daerah,l retribusil daerah,l danl hasill daerahl akanl menjadil faktorl yangl pentingl 

dalaml mendorongl pertumbuhanl PADl nanti.
4
l  

Pajakl daerah,l yangl selanjutnyal disebutl pajakl adalahl iuranl wajibl yangl 

                                                           
4
l Adrianl Sutedi,l Op.l Cit.,l Hal.l 8. 
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dilakukanl olehl orangl pribadil ataul badanl kepadal daerahl tanpal imbalanl 

langsungl yangl seimbang,l yangl dapatl dipaksakanl berdasarkanl peraturanl 

perundang-undanganl yangl berlaku,l yangl digunakanl untukl membiayail 

penyelenggaraanl Pemerintahanl Daerahl danl Pembangunanl Daerah.
5
 

Selainl pajakl daerah,l retribusil daerahl jugal mempunyail perananl pentingl 

dalaml meningkatkanl PAD.l Retribusil daerahl yangl salanjutnyal disebutl retribusil 

adalahl pungutanl daerahl sebagail pembayaranl atasl jasal ataul pemberianl izinl 

tertentul yangl khususl disediakanl danl diberikanl olehl pemerintahl daerahl untukl 

kepentinganl orangl pribadil ataul badan.
6
 

Pajakl daerahldanlretribusildaerahlmerupakanlsumberlpendapatanldaerahl 

yanglpentingluntuklmembiayailpenyelenggaraanlpemerintahanldanlpembangunanl 

daerah.l Permasalahanl yangl dihadapil olehl daerahl padalumumnyal dalaml 

penggalianl sumber-sumberl pajakl daerahl ialahl belumlmemberikanl kontribusil 

yangl signifikanl terhadapl penerimaanl daerahlsecaral keseluruhan.l Samal hall 

denganl Provinsil Sumateral Utaral l tepatnyal kabupatenl Tapanulil Selatanl yaitul 

penerimaanl pajakl daerahl danl retribusil daerahl daril tahunl 2020-2023l 

mengalamil fluktuasi.
7
l  

Adapunl fenomenal yangl terjadil adalahl peningkatanl penerimaanlpajakl 

daerahltidaklselaluldiiringildenganlpenurunanlretribusildaerah.lPadalKabupaten 

Tapanulil Selatanl tahunl 2020l pendapatanl aslil daerahl yangl diperolehl sebesarl 

                                                           
5
l Libertyl Pandiangan,l Pemahamanl Praktisl Undang-Undangl Perpajakanl Indonesial 

(Jakarta:l Erlangga,l 2002),Hal.384 
6
l Ibid.,l Hal.l 386 

7
l Adrianl Sutedi,l Op.l Cit.,l Hal.l 87 



6 

 

Rp.l 117.562.941.109,l penerimaanl pajakl daerahl sebesarl Rp.l 32.732.655.384l danl 

retribusil daerahl sebesarl Rp.l 12.429.485.725.l Padal tahunl 2023l PADl Tapanaulil 

Selatanl bertambahl menjadil Rp.l 155.944.691.770l diiringil denganl kenaikanl 

penerimaanl pajakl daerahl menjadil Rp.l 34.479.594.480l namunl penerimaanl 

retribusil daerahl mengalamil penurunanl jumlahl yaitul Rp.l 12.270.773.725.l  

Naikl ataul turunnyal pertumbuhanl pendapatanl aslil daerah,l sangatl 

dipengaruhil olehl jumlahl danl jenisl pajak,l retribusil yangl dipungutl olehl 

pemerintahl daerahl danl kurangl insentifnyal aparatl pengelolal dalaml 

melaksanakanl pemungutanl pajakl danl retribusi.l Jikal jumlahl jenisl pajakl danl 

retribusil daerahl yangl dipungutl semakinl banyak,l makal akibatnyal pendapatanl 

aslil daerahl akanl semakinl tinggi.l Walaupunl dalaml prakteknya,l peningkatanl 

penerimaanl pendapatanl aslil daerahl (PAD)l tidakl hanyal diperolehl daril pajakl 

danl retribusil daerah,l tetapil jugal diperolehl daril pos-posl bagianl labal perusahaanl 

milikl daerahl (BUMD),l penerimaanl dinasl pendapatanl daerahl danl penerimaanl 

daril pemerintah,l tetapil penerimaanl yangl berasall daril pajakl danl retribusil 

daerahl menjadil indikatorl utama.
8
l  

Adapunl penelitianl yangl dilakukanl olehl Muhammadl Iqball danl Widhil 

Sunardikal bahwa:l  

Daril hasill analisisl ujil pengaruhl parsiall antaral penerimaanl pajakl daerahl 

terhadapl pendapatanl aslil daerahl menunjukkanl variabell pajakl daerahl 

mempunyail hubunganl positifl yangl sangatl kuatl danl signifikan.l Variabell 

                                                           
8
l Ariefl Himmawanl danl Djokol Wahjudi,l “Kontribusil Pajakl Daerahl danl Retribusil 

Daerahl Terhadapl Pendapatanl Aslil Daerahl danl Anggaranl Pendapatanl danl Belanjal Daerahl 

Gunal Mendukungl Pelaksanaanl Otonomil Daerahl (Studil Komparasil Pemerintahl Kotal Semarangl 

danl Surakarta)”,l dalaml Jurnall Bisnisl danl Ekonomil (JBE),l Volumel 21,l No.l 2,l Septemberl 

2014,l Hal.l 191. 
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retribusil daerahl mempunyail hubunganl tidakl searahl yangl lemahl danl tidakl 

terdapatl pengaruhl yangl signifikan.l Secaral simultan,l penerimaanl pajakl 

daerahl danl retribusil daerahl berpengaruhl signifikanl terhadapl pendapatanl 

aslil daerah.
9
 

Sedangkanl penelitianl yangl dilakukanl olehl Novriyantil Jambakl 

menjelaskanl bahwa: 

Secaral parsiall pajakl daerahl memilikil thitungl >l ttabell ataul 5.058862l >l 

1.996008l denganl demikianl dapatl disimpulkanl bahwal variabell pajakl 

daerahl memilikil pengaruhl terhadapl PAD.l Secaral parsiall retribusil daerahl 

jugal berpengaruhl terhadapl PADl sebagaimanl hasill yangl diperolehl yaitul 

thitungl >l ttabell ataul 6.099762l >l 1.996008l sehinggal dapatl disimpulkanl 

bahwal variabell retribusil daerahl memilikil pengaruhl terhadapl PAD.l Secaral 

simultanl pajakl danl retribusil daerahl berpengaruhl terhadapl peningkatanl 

PADl padal tujuhl kotal dil Provinsil Sumateral Utaral adapunl besarl 

pengaruhnyal yaitul 92,5l persen.
10

 

Adapunl penelitianl yangl dilakukanl Mardanil Nursalil bahwa: 

Terdapatl pengaruhl penerimaanl pajakl daerahl danl retribusil daerahl secaral 

simultanl terhadapl Pendapatanl Aslil Daerahl (PAD)l Kabupaten/Kotal Provinsil 

Sumateral Selatan.l Terdapatl pengaruhl penerimaanl pajakl daerahl terhadapl 

Pendapatanl Aslil Daerahl (PAD)l Kabupaten/Kotal Provinsil Sumateral Selatan.l 

Terdapatl pengaruhl penerimaanl retribusil daerahl terhadapl Pendapatanl Aslil 

Daerahl (PAD)l Kabupaten/Kotal Provinsil Sumateral Selatan.
11

 

Olehl karenal itu,l pendapatanl daerahl sektorl retribusil dikatakanl cukupl 

potensiall danl mempunyail perandalaml meningkatkanl pendapatanl aslil daerahl 

                                                           
9
l Muhammadl Iqball danl Widhil Sunardika,l “Pengaruhl Penerimaanl Pajakl Daerahl Danl 

Retribusil Daerahl Terhadapl Pendapatanl Aslil Daerahl Kabupatenl Bandungl (Studil Kasusl Padal 

Badanl Keuanganl Daerahl Kabupatenl Bandungl Periodel 2009-2015)”,l dalaml Jurnall Ilmiahl 

Akuntansi,l Volumel 9,l No.1,l April,l 2018,l Hal.l 32-33. 
10

l Novriyantil Jambak,l “Pengaruhl Penerimaanl Pajakl Daerahl danl Retribusil Daerahl 

Terhadapl Pendapatanl Aslil Daerahl dil Provinsil Sumateral Utaral Tahunl 2005-2014”,l (Skripsi,l 

IAINl Padangsidimpuan,l 2016),l Hal.l 92. 
11

l Mardanil Nursali,l “Pengaruhl Penerimaanl Pajakl Daerahl danl Retribusil Daerahl 

Terhadapl Pendapatanl Aslil Daerahl Provinsil Sumateral Selatanl “,l dalaml Skripsi,l 2017l 

(http://repository.umpalembang.ac.id/id/aprint/451,l diaksesl 18l Julil 2024l pukull 21:22l WIB) 
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karenal retribusil merupakanl pembauyaranl langsungl daril rakyatl kepadal 

pemerintahl yangl tercerminl daril adanyal hubunganl balasl jasal yangl langsungl 

diterimal denganl adanyal pembayaranl retribusil tersebut.l Sepertil yangl kital 

ketahuil bahwal Kabupatenl Tapanulil Selatanl l merupakanl salahl satul 

kabupaten/kotal yangl mampul menggalil potensil daerahnyal sendiri.l Salahl satul 

potensil yangl dimilikil adalahl pendapatanl retribusil pajak. 

Beberapal penelitianl terdahulul mengenail pengaruhl penerimaanl pajakl 

daerahl danl retribusil daerahl terhadapl PADl menunjukkanl hasill yangl beragam,l 

olehl karenal itul perlul dilakukanl penelitianl lebihl lanjut,l Berdasarkanl 

permasalahanl diatas,l makal penelitil tertarikl untukl melakukanl penelitianl denganl 

judull “l Penerapanl Peraturanl Perundang-Undanganl Terhadapl Pembentukanl 

Peraturanl Daerahl Tapanulil Selatanl Mengenail Pajakl Retribusi”. 

 

B. Rumusanl Masalah 

1. Bagaimanal pengaturanl pembentukanl peraturanl daerahl mengenail pajakl 

retribusi? 

2. Apakahl peraturanl daerahl mengenail pajakl retribusil dapatl menyelesaikanl 

persoalanl dil daerahl tapanulil selatan? 

C. Tujuanl Penelitian 

Berdasarkanluraianlrumusanlmasalahldiatas,adapaunlyanglmenjadiltujuanl 

penelitianl dalaml skripsil yaitul sebagail berikut: 

1. Untuklmengetahuilpengaturanlperaturanldaerahlmengenailpajaklretribusi 
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2. Untuklmengetahuilapakahl peraturanldaerahlmengenailpajaklretribusildapatl 

menyelesaikanl peroalanl dil daerahl tapanulil selatan. 

D. Manfaatl Penelitianl  

Adapunl yangl menjadil manfaatl penelitianlinildapatldikemukanlsebagail 

berikut: 

a) Secaral Teoritisl  

Penulisanl skripsil inil secaral akademisl diharapkanl dapatl bergunal dalaml 

perkembanganl ilmul pengetahuanl khususnyal dibidangl hukuml tatal negara. 

b) Secaral Praktisl  

Penulisanlskripsilinildiharapkanldapatlbergunaluntuklmenambahlwawasanl 

bagil penegaklhukumlseperti;lhakim,ljaksa,lpolisi,lkonsultanlhukum,l danl 

notaris.l Sehinggal dapatl bergunal dil Tengah-tengahl Masyarakat. 

 

c) Manfaatl Bagil Penulis 

Dalamlpenelitianlinildiharapkanldapatlmenambahlwawasanlbaiklilmulpengeta

huanlsertalkemampuanlpenulislsebagailsalahlsatulsyaratluntuklmemperolehlge

larlsarjanal(S1)ldilFakultaslHukumlUniversitaslHKBP Nommensenl Medan. 
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BABl II 

TINJAUANl PUSTAKA 

A. Kewenanganl Pemerintahl Daerah 

1. Pengertianl Kewenangan 

Kewenanganl yangl berasall daril katal wewenangl dapatl diterjemahkanl 

sebagail hakl danl kekuasaanl yangl dimilikil untukl dapatl melakukanl sesuatu.l 

Kewenanganl biasanyal terdiril atasl sejumlahl wewenangl yangl merupakanl 

kekuasaanl atasl golonganl tertentul ataul jugal kekuasaanl atasl suatul bagianl 

pemerintahan.
12

l Kewenanganl ataul wewenangl adalahl bagianl yangl sangatl 

pentingl dalaml kajianl Hukuml Administrasil Negara,l karenal dalaml menjalankanl 

urusanl pemerintahanl didasarkanl padal wewenangl yangl diperoleh.
13

l Menurutl 

Undang-Undangl Nomorl 30l Tahunl 2014l tentangl Administrasil Pemerintahanl 

disebutkanl pengertianl kewenanganl merupakanl kekuasaanl untukl bertindakl 

dalaml ranahl hukuml publikl olehl Pejabatl Pemerintahanl dan/ataul Badanl ataul 

penyelenggaral negaral lainnya. 

Pengertianl kewenanganl menurutl H.l D.l Stoutl dalaml Ridwanl HRl 

merupakanl keseluruhanl peraturanl mengenail caral memperolehl danl 

menggunakanl wewenangl pemerintahanl olehl subyekl hukuml publikl dalaml 

hubunganl hukuml publik.
14

l Adal dual unsurl yangl terkandungl dalaml pengertianl 

konsepl kewenanganl yangl dikemukakanl H.l D.l Stout,l yaitul adanyal aturan-

                                                           
12

l Prajudil Atmosudirjo,l Teoril Kewenangan,l (Jakarta:l Rinekal Cipta,l 2001),l Hal.l 6 
13

l Yusril Munaf,l Hukuml Administrasil Negara,l (Pekanbaru:l Marpoyanl Tujuh,l 2016),l Hal.l 

52 
14

l Ridwanl HR,l Hukuml Administrasil Negara,l (Jakarta:l Rajal Grafindol Persada,l 2008),l 

Hal.l 110 
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aturanl hukum,l sertal adanyal sifatl hukum.l Sebeluml kewenanganl tersebutl 

dilimpahkanl kepadal institusil yangl akanl melaksanakannya,l makal terlebihl 

dahulul harusl ditentukanl dalaml peraturanl perundang-undanganl apapunl bentukl 

peraturanl tersebut. 

Wewenangl menurutl S.l F.l Marbunl dalaml bukul Yusril Munafl memilikil 

artil kesanggupanl untukl melakukanl tindakanl hukuml publikl yangl secaral yuridisl 

merupakanl kesanggupanl bertindakl yangl diberikanl olehl peraturanl perundang-

undanganl yangl berlakul untukl melakukanl berbagail hubunganl hukum.
15

l Antaral 

kewenanganl danl wewenangl seringkalil disamakanl dalaml berbagail literaturl ilmul 

hukum,l ilmul politik,l sertal ilmul pemerintahan.l Kewenanganl jugal seringl 

disamakanl denganl kewenanganl danl dipertukarkanl istilahnyal satul samal lain.l 

Kekuasaanl memilikil hubunganl dalaml pengertianl “adal satul pihakl yangl 

memerintahl danl pihakl lainl yangl diperintah”l (thel rulel andl thel ruled).
16

 

Menurutl pandanganl Atengl Syarifudinl terdapatl perbedaanl definisil antaral 

kewenanganl danl wewenang.l Kewenanganl (authority,l gezag)l diartikanl sebagail 

sesuatul yangl diberikanl olehl undang-undangl yangl dil dalamnyal kewenanganl itul 

terdapatl wewenang-wewenangl (rechtshel voegdheden),l sedangkanl wewenangl 

(competence,l bevoegheid)l diartikanl hanyal tentangl suatul “onderdeel”l (bagian)l 

tertentul sajal mengenail kewenangan.l Wewenangl merupakanl cakupanl tindakanl 

publik,l cakupanl wewenangl pemerintahan,l yangl tidakl sajal meliputil wewenangl 

                                                           
15

l Yusril Munaf,l Op.Cit,l Hal.l 53 
16

l Budiarjo,l Dasar-dasarl Ilmul Politik,l (Jakarta:l Gramedial Pusakal Utama,l 1998),l Hal.l 

35-36 
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sebagail pelaksanaanl tugasl danl memberikanl wewenangl sertal wewenangl 

utamanyal ditetapkanl dalaml peraturanl perundang-undangan.
17

 

Berdasarkanl pemahamanl yangl sudahl dijelaskanl dil atas,l dapatl diketahuil 

bahwal kewenanganl merupakanl hakl ataul kekuasaanl yangl dimilikil berdasarkanl 

peraturanl perundang-undanganl yangl adal gunal melaksanakanl tindakanl hukuml 

publikl yangl dapatl melakukanl hubunganl hukuml yangl dimanal kemampuanl 

melakukanl suatul tindakanl itul berasall daril undang-undangl yangl berlaku. 

2. Sumberl danl Caral Memperolehl Kewenangan 

Asasl legalitasl merupakanl pilarl danl prinsipl utamal dalaml penyelenggaraanl 

pemerintahanl dalaml sisteml negaral konstituentall yangl dikenall dalaml negaral 

hukum.l Dalaml konteksl pelaksanaanl kewenanganl pemerintahl daerahl dalaml 

mengaturl danl mengelolal sendiril urusanl pemerintahannya,l sumberl kewenanganl 

menjadil salahl satul poinl penting,l mengingatl padal prinsipnya,l daerahl dalaml 

konstruksil negaral kesatuan,l pelaksanaanl pemerintahanl daerahl tidakl bolehl 

bertentanganl denganl pemerintahl pusat.l Dalaml konteksl negaral hukum,l sumberl 

kewenanganl pemerintahanl tersebutl harusl berdasarkanl padal ketentuanl hukuml 

yangl secaral kontekstuall berasall daril peraturanl perundang-undangan.l Secaral 

teori,l wewenangl dapatl diperolehl melaluil tigal caral menurutl peraturanl 

perundang-undangan,l yaitul kewenanganl yangl diperolehl melaluil atribusi,l 

                                                           
17

l Atengl Syarifudin,l “Menujul Penyelenggaraanl Pemerintahanl Negaral Yangl Bersihl danl 

Bertanggungl Jawab”,l Jurnall Prol Justisial Edisil IV,l (2000),l Hal.l 22. 
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kewenanganl yangl diperolehl melaluil delegasil danl kewenanganl yangl diperolehl 

daril mandat.
18

 

Atribusil dapatl diartikanl sebagail kewenanganl yangl diberikanl olehl suatul 

badanl legislatifl yangl independenl kepadal suatul organl pemerintahl ataul lembagal 

negara.l Atribusil ditunjukkanl dalaml pengertianl kewewenanganl yangl dimilikil 

olehl suatul bagianl pemerintahl dalaml menyelenggarakanl pemerintahannyal 

berdasarkanl denganl kewenanganl yangl ditunjukl olehl pembuatl peraturanl 

perundang-undangan.
19

 

Delegasil merupakanl kewenanganl yangl dilimpahkanl daril kewenanganl 

atribusil yangl berasall daril suatul badanl pemerintahanl kepadal badanl lainnyal 

yangl kemudianl badanl yangl telahl memberil kewenanganl dapatl mengujil 

kewenangannyal tersebutl atasl namanya.l Pemberianl kewenanganl untukl mengaturl 

lebihl lanjutl mengenail teknisl ataul pelaksanal daril undang-undangl disebutl 

denganl pemberianl kewenanganl delegasi.l Prosesl pendelegasianl kewenanganl 

regulasil ataul legislasil inilahl yangl disebutl sebagail pendelegasianl kewenanganl 

legislatifl ataul “legislativel delegationl ofl thel rulel makingl power”.
20

 

Terdapatl perbedaanl antaral kewenanganl daril atribusil danl kewenanganl 

daril delegasi.l Kewenanganl yangl diperolehl denganl atribusil siapl dilimpahkan,l 

tetapil padal delegasil tidakl demikian.l Berdasarkanl denganl asasl legalitas,l suatul 

kewenanganl tidakl bisal didelegasikanl ataul dilimpahkanl secaral serentak,l akanl 

                                                           
18

l Ridwanl HR,l Op.Cit,l Hal.l 101 
19

l Agusl Abikusna,l “Kewenanganl Pemerintahl Daerahl Dalaml Perspektifl Undang-Undangl 

Nomorl 23l Tahunl 2014l Tentangl Pemerintahl Daerah”,l Sosfilkom,l Vol.l XIII,l No.l 01,l (2019),l 

Hal.l 10-11 
20

l Jimlyl Asshiddiqie,l Perihall Undang-Undang,l (Jakarta:l Rajawalil Pers,l 2006),l Hal.l 148 
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tetapil hanyal bisal dilakukanl denganl suatul kondisil bahwal peraturanl yangl 

berlakul menentukanl tentangl kemungkinanl daril delegasil tersebut.
21

 

Mandatl padal umumnyal diberikanl antaral atasanl danl bawahanl dalaml 

suatul jabatanl ataul suatul pelimpahanl wewenangl kepadal bawahan.l Padal 

mandat,l tanggungl jawabl tidakl berpindahl kepadal mandatarisl (penerimal mandat)l 

melainkanl tetapl beradal dil tanganl penerimal mandat.l Denganl demikian,l semual 

akibatl hukuml yangl ditimbulkanl olehl adanyal keputusanl yangl dikeluarkanl olehl 

penerimal mandatl adalahl tanggungl jawabl pemberil mandat.
22

 

Kewenanganl yangl diperolehl denganl caral atribusil berasall daril pembagianl 

kekuasaanl negaral secaral konstitusional,l sedangkanl kewenanganl daril delegasil 

danl mandatl adalahl kewenanganl yangl berasall daril pelimpahanl kekuasaan.l 

Philipusl M.l Hadjonl dalaml bukul Yusril Munafl menyatakanl perbedaanl antaral 

kewenanganl delegasil danl kewenanganl mandat.l Mengenail prosedurl 

pelimpahannya,l dalaml delegasil berasall daril suatul bagianl pemerintahanl kepadal 

bagianl pemerintahanl yangl lainl berdasarkanl peraturanl perundang-undangan,l 

denganl tanggungl jawabl danl responsibilitasl ikutl beralihl kepadal delegataris.l 

Pemberil delegasil tidakl bisal menggunakanl wewenangl yangl sudahl dilimpahkanl 

tersebut,l terkecualil setelahl adal pencabutanl yangl berpegangl padal asasl 

contrariusl actus,l yaitul asasl yangl menyatakanl bahwal Badanl ataul Pejabatl Tatal 

Usahal Negaral (TUN)l yangl menerbitkanl Keputusanl TUNl denganl sendirinyal 

jugal memilikil kewenanganl untukl membatalkanl keputusanl yangl dibuatnya.l 

                                                           
21

l Agusl Abikusna,l Op.Cit,l Hal.l 12 
22

l Ibid,l Hal.l 13 
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Kewenanganl yangl diperolehl hall mandat,l pelimpahanl kewenanganl berdasarkanl 

hubunganl antaral atasanl denganl bawahanl yangl bersifatl rutin,l dimanal tanggungl 

jawabl danl responsibilitasl tetapl terletakl padal pemberil mandat.l Pemberil mandatl 

bisal menggunakanl sendiril kewenanganl yangl telahl dilimpahkanl setiapl saat.
23

 

B. Pendapatanl Aslil Daerah 

1. Pengertianl Pendapatanl Aslil Daerah 

Salahl satul komponenl penerimaanl daerah,l yaitul Pendapatanl Aslil Daerahl 

(PAD)l merupakanl penerimaanl yangl diusahakanl langsungl olehl pemerintahl 

daerahl yangl diperolehl daril hasill pungutanl pajakl daerah,l hasill pungutanl 

retribusil daerah,l sertal hasill perusahaanl milikl daerah,l danl hasill pengelolaanl 

kekayaanl daerahl yangl terpisah,l pendapatanl transfer,l danl pendapatanl aslil 

daerahl lainl yangl sah. 

Pendapatanl Aslil Daerahl adalahl sumberl penerimaanl keuanganl potensiall 

yangl mampul menunjangl Anggaranl Pendapatanl danl Belanjal Daerahl (APBD)l 

gunal membiayail operasionall rumahl tanggal daerah.l PADl merupakanl 

penerimaanl yangl diperolehl pemerintahl daerahl danl dipungutl berdasarkanl 

ketentuanl peraturanl daerahl yangl berdasarkanl denganl peraturanl perundang-

undangan.
24

 

Pendapatanl Aslil Daerahl berperanl sebagail komponenl penerimaanl daerahl 

yangl dapatl menjadil penunjangl pembangunanl dil daerah.l PADl jugal berfungsil 

sebagail alatl pengukurl kemandirianl daerahl dalaml membiayail urusanl rumahl 

                                                           
23

l Yusril Munaf,l Op.Cit,l Hal.l 53 
24

l Abdull Halim,l Menejemenl Keuanganl Sektorl Publikl “Problematikal Penerimaanl danl 

Pengeluaranl Pemerintah”,l (Jakarta:l Salembal Empat,l 2017),l Hal.l 164 
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tangganyal sendiril denganl mengelolal danl memanfaatkanl sumberl dayal 

berpotensil yangl tersedial dil daerahl tersebut.l PADl menjadil tulangl punggungl 

dalaml pembiayaanl daerahl yangl manal dalaml pelaksanaanl ekonomil ditentukanl 

daril besarnyal kontribusil yangl diberikanl olehl PADl terhadapl APBD.l Apabilal 

semakinl besarl tingkatl kontribusil daril PADl terhadapl APBDl makal semakinl 

kecill tingkatl ketergantunganl pemerintahl daerahl terhadapl subsidil daril 

pemerintahl pusat. 

Berdasarkanl pengertianl PADl yangl sudahl dikemukakanl sepertil dil atasl 

penulisl menyimpulkanl bahwal PADl merupakanl sumberl penerimaanl daerahl 

yangl bersumberl daril pungutanl pajakl daerah,l retribusil daerah,l danl sumberl lain-

lainl pendapatanl yangl sahl yangl pemungutannyal diaturl olehl peraturanl 

perundang-undanganl tingkatl daerahl yangl merupakanl sumberl potensiall bagil 

penerimaanl keuanganl daerahl untukl membiayail danl mengelolal urusanl rumahl 

tanggal daerahl tersebut. 

2. Sumberl Pendapatanl Aslil Daerah 

Pendapatanl Aslil Daerahl (PAD)l berdasarkanl Pasall 157l UUl Pemda,l yangl 

merupakanl komponenl daril PADl sebagail sumberl penerimaanl daerahl ialahl 

sebagail berikut: 

a. Pajakl Daerah 

Pajakl daerahl adalahl pajakl yangl dipungutl olehl Pemerintahl Daerahl 

danl dibedakanl menjadil Pajakl Daerahl Pemerintahl Provinsil danl Pajakl 
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Daerahl Pemerintahl Kabupaten/Kota.
25

l Pajakl daerahl adalahl iuranl wajibl 

yangl dilakukanl olehl daerahl kepadal orangl pribadil ataul badanl kepadal 

daerahl tanpal imbalanl langsungl yangl seimbang,l yangl dapatl dipaksakanl 

berdasarkanl peraturanl perundang-undanganl yangl berlaku,l yangl digunakanl 

untukl membiayail penyelenggaraanl pemerintahanl daerahl danl pembangunanl 

daerah.
26

l Pajakl daerahl sebagail pungutanl yangl dilakukanl olehl pemerintahl 

daerahl yangl hasilnyal digunakanl untukl pengeluaranl umuml yangl balasl 

jasanyal tidakl langsungl diberikanl sedangl pelaksanaannyal dapatl 

dipaksakan.
27

 

Pemerintahl Daerahl denganl Peraturanl Daerahl (Perda),l yangl 

wewenangl pemungutannyal dilaksanakanl olehl Pemerintahl Daerahl danl 

hasilnyal digunakanl untukl membiayail pengeluaranl Pemerintahl Daerahl 

dalaml melaksanakanl penyelenggaraanl pemerintahanl danl pembangunanl dil 

daerah.l Pemerintahl Provinsil danl Pemerintahl Kabupaten/Kotal diberil 

kewenanganl otonomil daerahl sehinggal pajakl daerahl terbagil atasl Pajakl 

Provinsil danl Pajakl Kabupaten/Kota.
28

 

b. Retribusil Daerah 

Retribusil adalahl pembayaranl wajibl daril pendudukl kepadal negaral 

karenal adanyal jasal tertentul yangl diberikanl olehl negaral bagil 

                                                           
25

l Abdull Kadir,l “Pajakl Daerahl danl Retribusil Daerahl dalaml Perspektifl Otonomil dil 

Indonesia”,l (Medan:l 2009),l Hal.30 
26

l Marihotl P.l Siahaan,l Pajakl Daerahl danl Retribusil Daerah,l (Jakarta:l PT.l Rajal 

Grafindol Persada,l 2005),l Hal.8 
27

l Imanuellal Biangla’bi’,l “Analisisl Efektivitasl Pemungutanl Retribusil Pasarl terhadapl 

Pendapatanl Aslil Daerahl Torajal Utara”,l Skripsi,l Fakultasl Ekonomil danl Bisnis,l Universitasl 

Hasanuddin,l 2017,l Hal.20 
28

l Marihotl P.l Siahaan,l 2005,l Op.Cit,l Hal.10 
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penduduknyal secaral peroranganl yangl manal jasal tersebutl bersifatl 

langsungl bagil yangl membayarl retribusil yangl menikmatil balasl jasal daril 

negara.
29

l Retribusil daerahl memilikil beberapal sifat,l yaitul pelaksanaanl 

pemungutannyal bersifatl ekonomis,l memilikil kontraprestasil langsungl 

denganl memenuhil berbagail persyaratanl formill danl persyaratanl materiil,l 

adal alternatifl untukl tidakl membayarl retribusi,l merupakanl pungutanl yangl 

sifatl budgetairnyal tidakl menonjol,l dalaml beberapal kondisil retribusil 

daerahl merupakanl pengembalianl biayal atasl apal yangl telahl disediakanl 

olehl pemerintahl daerahl untukl memenuhil kebutuhanl masyarakat.
30

 

c. Hasill Perusahaanl Milikl Daerahl danl Hasill Pengelolaanl Kekayaanl Daerah 

Perusahaanl daerahl merupakanl kesatuanl produksil yangl bersifatl 

memberil jasa,l menyelenggarakanl pemanfaatanl umuml danl memupukl 

pendapatanl bagil daerah.l Tujuanl daril perusahaanl daerahl adalahl untukl 

turutl sertal melaksanakanl pembangunanl daerahl khususnyal danl 

pembangunanl kebutuhanl rakyatl denganl mengutamakanl industrialisasil danl 

ketentramanl sertal ketenanganl kerjal menujul masyarakatl adill danl makmur. 

Perusahaanl daerahl bergerakl dalaml kegiatanl yangl sesuail denganl urusanl 

rumahl tangganyal masing-masingl menurutl perundang-undanganl yangl mengaturl 

pokok-pokokl pemerintahanl daerah.l Cabang-cabangl produksil yangl pentingl bagil 

                                                           
29

l Abdull Kadir,l Op.Cit,l Hal.68 
30

l Imanuellal Biangla’bi’,l 2017,l Op.Cit. 
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daerahl danl menguasail hajatl hidupl orangl banyakl dil daerah,l yangl modall untukl 

seluruhnyal merupakanl kekayaanl daerahl yangl dipisahkan.
31

 

C. Retribusil  

1. Pengertianl Retribusi 

Retribusil daerahl adalahl pungutanl yangl dipungutl olehl pemerintahl 

terhadapl peroranganl ataul badanl yangl menggunakanl pelayananl yangl disediakanl 

pemerintah,l denganl pertimbanganl langsungl dibayarkanl kepadal masyarakatl 

penggunal jasa.
32

l Berbedal denganl pajak,l hall inil ditandail denganl faktal bahwal 

tidakl adal pertimbanganl ataul kontraprestasil pembayaran.l Sebaliknya,l setiapl 

pembayaranl menerimal pertimbanganl langsungl dalaml bentukl pembayaranl daril 

pemerintahl negaral bagian,l danl adal jugal penegakanl danl sanksil ekonomisl 

terkaitl denganl pemungutan.
33

 

Berdasarkanl beberapal pengertianl dil atas,l dapatl ditarikl kesimpulanl bahwal 

pengertianl daril retribusil daerahl ialahl pungutanl daerahl yangl dipungutl sebagail 

bentukl balasl jasal danl atasl pemberianl izinl tertentul kepadal perseoranganl ataul 

badanl yangl ditawarkanl dan/ataul diberikanl olehl pemerintahl daerah.l Tertuangl 

dalaml UUl HKPDl objekl daril retribusil adalahl penyediaan/pelayananl barangl 

dan/ataul jasal sertal pemberianl izinl tertentul olehl pemerintahl daerahl kepadal 

perseoranganl ataul badan.l Wajibl retribusil mencakupl perseoranganl ataul badanl 

                                                           
31

l Yuswanto,l Nurmayani,l Atil Yuniati,l Marlial Ekal Putri,l Ekal Deviani,l danl Satrial 

Prayoga,l Hukuml Keuanganl Negara,l (Lampung:l Fakultasl Hukuml Universitasl Lampung,l 2014),l 

Hal.133-134 
32

l Anggorol Damasl Dwi,l Pajakl Daerahl danl Retribusil Daerah,l (Malang:l UBl Press,l 

2017),l Hal.240 
33

l Marlial Ekal Putril A.T.,l Hukuml Pajakl danl Retribusil Daerah,l (Bandarl Lampung:l 

AURA,l 2016),l Hal.l 72 
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yangl memanfaatkanl pelayananl barang,l jasa,l dan/ataul perizinanl yangl telahl 

disediakan. 

Retribusil daerahl merupakanl komponenl PADl yangl memilikil potensil besarl 

sebagail pemasukanl daerahl danl menjadil salahl satul indikatorl pentingl untukl 

mengetahuil danl mengevaluasil kinerjal pengelolaanl keunganl pemerintahl daerah.l 

Apabilal retribusil suatul daerahl tinggil ataul sesuail targetl makal menunjukkanl 

kinerjal keuanganl yangl baikl daril daerahl tersebut. 

2. Prinsipl danl Sasaranl Penerapanl Retribusi 

Menurutl Mardiasmol mengenail prinsipl danl sasaranl daril penetapanl 

tarifretribusil ialahl sebagail berikut:
34

 

a. Retribusil Jasal Umum,l ditetapkanl denganl memperhatikanl biaya,l biayal 

yangl dimaksudl yaitul biayal operasil danl pemeliharaan,l biayal bungal danl 

biayal modall untukl penyediaanl jasal yangl bersangkutan,l aspekl keadilan,l 

kemampuanl masyarakatl danl efektivitasl pengendalianl atasl pelayananl 

tersebut. 

b. Retribusil Jasal Usaha,l keuntunganl yangl wajarl merupakanl tujuanl danl 

dasarl yangl dicapail apabilal pelayananl atasl jasal telahl dilakukanl secaral 

efisienl danl sesuail denganl hargal pasar. 

c. Retribusil Perizinanl Tertentu,l biayal pelaksanaanl atasl pemberianl izinl 

yangl meliputil penerbitanl dokumenl izin,l kontroll dilapangan,l penegakanl 

hukum,l penatausahaan,l danl biayal dampakl burukl daril pemberianl izinl 

                                                           
34

l Mardiasmo,l Perpajakanl Edisil Terbaru,l (Yogyakarta:l CVl Andil Offset,l 2018),l Hal.21 
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tersebut.l Biayal inil berdasarkanl padal tujuanl untukl menutupl sebagianl 

ataul seluruhl biayal pelaksanaanl atasl pemberianl izinl yangl bersangkutan.l  

Sebagail salahl satul penerimaanl daerah,l retribusil memilikil angkal targetl 

pendapatanl untukl menentukanl seberapal efektifl danl efisienl kinerjal pemerintahl 

daerahl dalaml menggalil potensil penerimaanl retribusi.l Dalaml menetapkanl targetl 

pendapatanl retribusil daerahl dilakukanl perhitunganl berdasarkanl faktor-faktorl 

berikut:
35

 

a. Realisasil penerimaanl daerahl daril periodel anggaranl tahunl sebelumnyal 

denganl memerhatikanl faktorl pendukungl danl faktorl penghambatl 

tercapainyal angkal realisasil tersebut; 

b. Kemungkinanl pencairanl nominall tunggakanl tahunl sebelumnyal yangl 

diperkirakanl dapatl ditagihl minimall 35%l daril tunggakanl denganl tahunl 

berlalu; 

c. Datal potensil objekl retribusil danl estimasil perkembanganl daril perkiraanl 

penerimaanl danl penetapanl tahunl berjalanl minimall 80%l daril penetapan;l  

d. l Kemungkinanl adanyal perubahanl ataul penyesuaianl keseragamanl daril 

penyempurnaanl sisteml pemungutan; 

e. Kondisil sosiall ekonomil danl tingkatl kesadaranl wajibl retribusi; 

f. Perkembanganl tersedianyal saranal danl prasaranal sertal biayal pungutan. 

3. Retribusil Pelayananl Pasar 

Retribusil jasal pelayananl pasarl adalahl salahl satul jenisl pelayananl retribusil 

jasal umuml yangl kehadirannyal cukupl dimanfaatkanl olehl masyarakatl terutamal 

                                                           
35

l Ibid.l Hal.56 
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wajibl retribusi.l Retribusil pelayananl pasarl merupakanl salahl satul jenisl retribusil 

yangl dipungutl sebagail pembayaranl atasl penyediaanl fasilitasl pelayananl pasarl 

yangl dilaksanakanl olehl pemerintahl daerah.l  

Menurutl Caroline,l beberapal faktorl yangl memengaruhil retribusil pelayananl 

pasarl yangl terdiril atas:
36

l  

a. Subjekl danl objekl retribusil akanl menentukanl jumlahl retribusil yangl akanl 

dijadikanl dasarl untukl menentukanl jumlahl tarifl retribusil yangl dibebankanl 

kepadal wajibl retribusi; 

b. Tarifl retribusil ditentukanl bersifatl progresif.l Biayal retribusil progresifitasl 

berdasarkanl tempatl berdagang.l Kategoril dalaml penggunaanl tempatl 

berdagangl diklasifikasikanl lagil olehl letakl tempat,l yangl beradal dil 

bangunanl utama,l losl terbukal sertal luasl tempatl yangl digunakanl olehl 

pedagang; 

c. Sisteml pemungutanl retribusi.l Pemungutanl retribusil tidakl terlepasl daril 

prinsip-prinsipl pemungutan.l Adaml Smithl mengemukakanl prinsip-prinsipl 

pemungutanl retribusil yangl dikenall denganl smith’sl canonsl yaitul sebagail 

berikut: 

1) Prinsipl Keadilanl (Equity),l yaitul adanyal kesamaanl manfaatl nyatal yangl 

didapatl sertal keadilanl dalaml kesanggupanl membayarl retribusi; 

                                                           
36

l Caroline,l “Analisisl Kinerjal Penerimaanl Retribusil Pasarl dil Kotal Salatiga”,l Tesis,l 

Programl Pascal Sarjanal Universitasl Diponegoro,l (Semarang,l 2005),l Hal.75 
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2) Prinsipl Kepastianl (Certainty),l yaitul pungutanl bersifatl jelas,l tegasl sertal 

pastil kepadal penggunal jasal meliputil besaranl tarif,l petugasl penarikan,l 

tempatl penarikan,l waktul pemungutanl danl lainnya; 

3) Prinsipl Kelayakanl (Convenience),l yaitul pungutanl dilakukanl dil saatl 

ataul waktul terbaikl danl menyenangkan,l denganl tarifl yangl ditentukanl 

tidakl memberatkanl subjek; 

4) Prinsipl Ekonomil (Economy),l dalaml pelaksanaannyal sangatl perlul 

dilihatl efektivitasl danl efisiensil dalaml pelaksanaanl pemungutan. 

Kontribusil daril retribusil pelayananl pasarl ialahl besaranl sumbangsihl daril 

retribusil pelayananl pasarl terhadapl retribusil daerahl danl PAD.l Besaranl 

kontribusil dijadikanl tolakl ukurl untukl mengetahuil seberapal besarl retribusil 

pelayananl pasarl memberikanl sumbangsihl dalaml penerimaanl PAD.
37

l Untukl 

dapatl mengukurl tingkatl kontribusil ialahl denganl caral melihatl perbandinganl 

antaral jumlahl penerimaanl retribusil daerahl (khususnyal retribusil pelayananl 

pasar/retribusil pasar)l dalaml suatul periodel denganl penerimaanl jumlahl PAD.l 

Semakinl besarl hasilnyal makal semakinl besarl jugal peranl daril retribusil pasarl 

terhadapl PAD,l begitul jugal sebaliknyal apabilal hasill antaral perbandingannyal 

kecill berartil perananl daril retribusil pasarl terhadapl PADl jugal kecil. 

 

 

                                                           
37

l Fhandil Bobyl Putra,l Atmanto,l danl Nuzula,l “Analisisl Efektivitasl Penerimaanl danl 

Kontribusil Retribusil Daerahl Terhadapl Pendapatanl Aslil Daerahl (Studil Padal Dinasl 

Pengelolaanl Keuanganl Daerahl Kotal Blitar)”,l Jurnall Administrasil Bisnis,l Vol.l 10,l No.l 1,l 

2014,l Hal.2-3 
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BABl IIIl  

METODEl PENELITIAN 

A. Ruangl Lingkupl Penelitian 

Berdasarkanl daril uraianl latarl belakangl danl rumusanl masalahl yangl telahl disebutkanl 

diatasl makal penulisl membatasil ruangl lingkupl daril penelitianl ini.l Ruangl lingkupl inil 

adalahl l batas-batasl ataul penelitianl bertujuanl untukl membatasil danl memperjelasl masalahl 

yangl akanl dibahasl dalaml skripsil inil agarl tidakl mengembangl danl tidakl menyimpangl 

sehinggal penulisanl skripsil berlangsungl secaral sistematisl danl terarah.l Ruangl lingkupl 

penelitianl adalahl Bagaimanal Penerapanl Peraturanl Perundang-Undanganl Terhadapl 

Pembentukanl Peraturanl Daerahl Tapanulil Selatanl Mengenail Pajakl Retribusi. 

B. Jenisl Penelitianl  

Adapunl Jenisl daril penelitianl yangl penulisl gunakanl didalaml penelitianl inil adalahl 

penelitianl Hukuml Normatifl sebagail acuanl l dalaml penelitianl kedepan.l Penelitianl yangl 

mengkajil tentangl norma-normal hukuml yangl bersumberl aturan-aturanl hukuml yaitul 

undang-undang.l Penelitianl inil dilakukanl denganl caral menelitil bahanl pustakal ataul 

sekunderl yangl dirumuskanl penelitianl normatifl ataul penelitianl kepustakaan.l  

Penelitianl inil jugal dilakukanl denganl metodel kuantitatif.l Penelitianl kuantitatifl 

adalahl datal penelitianl yangl bekerjal denganl angka,l yangl angkanyal berwujudl bilanganl 

yangl dil analisisl menggunakanl statistikl untukl menjawabl pertanyaanl ataul hipotesisl 

penelitianl yangl bersifatl spesifik,l danl untukl melakukanl prediksil bahwal suatul variabell 

mempengaruhil variabell lain.l Adapunl angkal dalaml penelitianl inil ialahl datal Anggaranl 

Pendapatanl Aslil Daerahl Kabupaten/Kotal menurutl Jenisl Pendapatanl Provinsil Sumateral 

Utaral periodel 2020-2023. 
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C. Metodel Pendekatanl Masalah 

Adapunl pendekatanl permasalahanl yangl penulisl gunakanl didalaml penelitianl inil 

yaitu: 

a. Pendekatanl perundang-undanganl (Statutel Approach) 

Yangl dimaksudl denganl pendekatanl perundang-undanganl ataul statutel approachl 

adalahl pendekatanl yangl dilakukanl denganl caral menelaahl danl mengkajil undang-

undang.l Undang-undangl Nomorl Nomorl 18l Tahunl 1997l tentangl Pajakl Daerahl danl 

Retribusil Daerahl sebagaimanal telahl diubahl denganl Undang-Undangl Nomorl 34l 

Tahunl 2000.l Sesuail denganl Undang-Undangl tersebut,l Daerahl diberil kewenanganl 

untukl memungutl 11l (sebelas)l jenisl Pajak,l yaitul 4l (empat)l jenisl Pajakl provinsil danl 

7l (tujuh)l jenisl Pajakl kabupaten/kota.l Denganl memahamil kandunganl filosofisl yangl 

adal dil dalaml perundang-undanganl yangl dikajil tersebut,l penelitil dapatl mengetahuil 

adal tidaknyal benturanl filosofisl antaral undang-undangl denganl isul yangl sedangl dil 

hadapi. 

b. Pendekatanl konseptuall (Conceptuall Approach) 

Pendakatanl lainl yangl jugal digunakanl dalaml penelitianl inil adalahl pendekatanl 

konseptual.l Pendekatanl inil dilakukanl denganl mengkajil pemahaman-pemahamanl daril 

doktrinl danl jugal daril pandanganl yangl berkembangl dalaml ilmul hukuml yangl lalul 

dijadikanl landasanl sebagail dasarl untukl membuatl suatul argumentasil hukuml untukl 

menjawabl permasalahanl yangl sedangl diteliti.l Doktrinl ataul pandanganl akanl 

memperjelasl ide-idel denganl memberikanl pengertian-pengertianl hukum,l konsepl 

hukum,l maupunl asasl hukuml yangl relevanl denganl permasalahanl hukum.
38

 

D.l Sumberl Datal  
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Dalaml penulisanl penelitianl ini,l penulisl melakukanl pengumpulanl bahanl hukuml 

denganl caral penelitianl perpustakaanl (libaryl research)l yaitul penelitianl yangl dilakukanl 

denganl caral membacal bukul danl tulisanl dil perpustakaanl yangl berkaitanl denganl rumusanl 

masalahl yangl ditelitil olehl penulis.l Bahan-bahanl hukuml terdiril daril : 

a. Bahanl Hukuml Primerl  

Bahanl hukuml primerl merupakanl bahanl hukuml yangl bersifatl autoriatifl yaitul berupal 

peraturanl perundang-undangan,l yangl artinyal bersifatl mengikat.l Bahanl hukuml primerl 

yangl penulisl gunakanl didalaml penelitianl inil yaitu,l l Undang-Undangl Nomorl 18l 

Tahunl 1997l tentangl Pajakl Daerahl danl Retribusil Daerahl sebagaimanal telahl diubahl 

denganl Undang-Undangl Nomorl 34l Tahunl 2000.l Sesuail denganl Undang-Undangl 

tersebut,l Daerahl diberil kewenanganl untukl memungutl 11l (sebelas)l jenisl Pajak,l yaitul 

4l (empat)l jenisl Pajakl provinsil danl 7l (tujuh)l jenisl Pajakl kabupaten/kota. 

b. Bahanl Hukuml Sekunder 

Bahanl hukuml sekunderl adalahl bahanl hukuml yangl memberikanl penjelasanl 

mengenail bahanl hukuml primerl yangl berupal publikasil tentangl hukuml meliputil buku-

bukul teks,l karyal ilmiahl terutamal mengenail hukum.l Dalaml penelitianl inil bahanl 

hukuml sekunderl yangl berkaitanl tentangl Hakl Servituut. 

c. Bahanl Hukuml Tersier 

Bahanl hukuml tersierl merupakanl bahanl hukuml yangl memberil penjelasanl danl 

petunjukl gunal untukl menyokongl bahanl hukuml primerl danl bahanl hukuml sekunderl 

sepertil kamusl hukuml danl kamusl besarl bahasal indonesial untukl membantul dalaml 

penelitianl ini.
39
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E. Metodel Penelitianl  

Dalaml penelitianl inil penelitil menggunakanl alatl pengumpulanl bahanl hukuml 

melaluil studil dokumenl ataul kepustakaanl (libraryl search)l yaitul dimanal penulisl 

mengumpulkanl berbagail datal melaluil peraturanl perundang-undanganl meliputi;l Undang-

undang,l Undang-undangl Nomorl Nomorl 18l Tahunl 1997l tentangl Pajakl Daerahl danl 

Retribusil Daerahl sebagaimanal telahl diubahl denganl Undang-Undangl Nomorl 34l Tahunl 

2000,l buku-buku,l skripsi,l sertal jurnall hukuml baikl secaral langsungl maupunl secaral 

internetl yangl berhubunganl denganl penelitian. 

 

 

F. Analisisl Bahanl Hukum 

Analisisl yangl digunakanl dalaml penelitianl inil adalahl metodel analisisl kualitatifl 

bersifatl desktiptifl yuridis.l Metodel analisisl kualitatifl merupakanl tatal caral penelitianl yangl 

menghasilkanl datal desktiptif,l yaitul suatul analisisl datal yangl mengungkapkanl kenyataan-

kenyataanl yangl terjadil dalaml masyarakatl dikaitkanl denganl peraturanl perundang-undanganl 

yangl berlakul saatl inil danl mengambill kebenaranl daril kepustakaanl sertal apal yangl 

dinyatakanl informasil secaral lisanl ataul tertulisl kemudianl diarahkan,l dibahas,l danl diberil 

penjelasanl denganl ketentuanl yangl berlakul untukl kemudianl disimpulkan. 

 

 

 


